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ABSTRAK  
 
PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN 
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA 
EFFECT OF TAX AUDIT AND TAX COLLECTION TOWARD TAX REVENUE  
IN THE TAX OFFICE PRATAMA NORTH OF MAKASSAR 
 
 Ahmad Fahrul 
Rusman Thoeng 
Nurleni 
 
Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, menjadi 
tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun 
belum memberikan hasil yang maksimal. Sebagai pihak yang terlibat langsung 
dalam prosedur pemungutan pajak petugas pajak (fiskus) menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap  
penerimaan pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan convenience 
sampling yang terdiri dari 40 responden pada kantor pelayanan pajak pratama 
makassar utara. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan 
menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel penerimaan pajak, tapi variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai 
beta tertinggi dari pada penagihan pajak (0,252).  
Kata kunci: pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak. 
 
Tax revenues include income tax and customs and excise, became the backbone 
of the state budget. Achievement of the target of the tax over the years yet provide 
maximum results. As the parties directly involved in the procedure of tax collection 
tax officials (tax authorities) became one of the factors that affect tax revenues. 
This study aims to determine the effect of the tax assessment and tax collection to 
tax revenues. The sampling method using a convenience sampling consisting of 
40 respondents in the Tax Office Pratama North of Makassar. This study uses a 
quantitative analysis using multiple regression method. The results showed that 
the variable tax audit and tax collection does not significantly influence the variable 
tax revenue, but the variable tax audit has the highest beta value of the collection 
of tax (0.252). 
 
Keywords: tax audits, tax collection, tax revenue. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan 
menganut sistem Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Ketaatan dan 
kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya 
potensi alam maupun sumberdaya lainnya jika mampu dimaksimalkan dengan 
efisien, sebenarnya mampu membuat Indonesia menjadi bukan negara yang 
berlarut pada status negara berkembang. Akan tetapi fenomena saat ini 
menunjukkan betapa negara ini begitu kurang memanfaatkan potensi yang dimiliki 
atau melakukan upaya guna memaksimalkan potensinya tersebut. Salah satu 
potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari sektor pajak. Untuk mencapai 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama 
penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu 
pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Hal tersebut 
tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana 
penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Yunilma, 
2012). Di era globalisasasi seperti saat ini setiap negara/daerah perlu 
memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh 
positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan 
nasional. 
Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelolah perpajakan 
Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya 
peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat 
penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan dari sektor migas 
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akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan 
minyak dalam negeri (Diana Sari, 2013). Untuk mendongkrak peningkatan 
penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib 
Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya 
peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak sebagai Warga Negara yang baik (Mardiasmo, 2011). Dibawah ini adalah 
data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik 
Indonesia.  
Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2010-2014 
 
Sumber: Badan Pusat Statisk Republik Indonesia periode 2010-2014 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa setiap 
tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2010 sebesar Rp 
723.307 milyar, tahun 2011 Rp 873.874 milyar, tahun 2012 Rp 980.518, tahun 
2013 1.148.365 milyar, dan tahun 2014 Rp 1.310.219.  
Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, 
merupakan tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun 
ke tahun belum memberikan hasil yang maksimal. Tidak tercapainya pencapaian 
target pajak disebabkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak disiplin 
dalam sosialisasi tata cara perpajakan, selain itu jika pemerintah belum berhasil 
menunjukkan niat serius untuk tidak mempermainkan penerimaan pajak negara, 
persoalan pajak tidak akan pernah berhenti. Contohnya masih adanya kasus mafia 
pajak tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  saat 
transaksi dengan wajib pajak, atau korupsi terkait anggaran penerimaan pajak. 
Kasus-kasus tersebut ditambahkannya turut berkontribusi hingga penerimaan 
pajak sulit tercapai sesuai target.  
Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah telah 
mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran 
masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakn 
tersebut ada beberapa hal yang harus diketahui pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan. Salah satunya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya 
pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting 
dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007). 
 Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jederal Pajak 
mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini 
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam 
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membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset policy, pemerintah 
secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Febriyanti, 2013). Selain mewajibkan 
masyarakat untuk memiliki NPWP, supaya hukum pajak bisa di tegakkan, 
diperlukannya pemeriksaan pajak untuk mendorong kebenaran dan kelengkapan 
pelaporan penghasilan, penyerahan,pemotongan, dan pemungutan serta 
penyetoran oleh Wajib Pajak (Sadhani dan Sukiman 2011).  
Surat pemberitahuan utang telah dilaporkan wajib pajak ke KPP tempatnya 
terdaftar harus teliti dan diperiksa aparat perpajakan. Penelitian yang dilakukan 
oleh fiskus untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan 
lampiran-lampirannya termasuk penillaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya (Diana Sari, 2013: 227).  
 Pemerikasaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib 
pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. 
Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran 
pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya 
perlu pula dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukannya 
pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi 
perpajakan yang bisa  berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak 
fiskus dengan surat tagihan pajak.  
Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. 
Ketetapan pajak ini merupakan komponen official assessment. Surat Ketetapan 
Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak 
yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi 
serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat 
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Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang 
berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.  
Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan 
pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
(SPT). Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir 
tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan 
melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang 
terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka 
akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya 
SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat 
kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak 
untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012).  
 Disamping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang 
optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak 
secara aktif kepada wajib pajak. ini merupakan salah satu cara yang dilakukan 
oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam sistem 
pemungutan pajak telah banyak melakukan perubahan yaitu dari official 
assesment system menjadi self assesment system, jadi sistem yang sekarang 
pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri 
pajaknya dan melaporkan kepada KPP. Penunggakan pajak menjadi salah satu 
masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang 
Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dengan diterbitkan undang-undang 
tersebut maka diharapkan wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak, 
karena pihak fiskus mempunyai landasan untuk menjalankan undang-undang 
6 
 
 
tersebut.  Adapun data dari total penerimaan, penagihan dan pemeriksaan pajak 
pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1.2 
Total Penerimaan, Penagihan, dan Pemeriksaan Pajak (Rp) 
Tahun  Penerimaan Pajak Penagihan Pajak Pemeriksaan Pajak 
2010 700.390.703.748 8.214.832.907 10.652.297.398 
2011 813.575.487.415 8.027.176.260 10.858.540.741 
2012 537.531.616.640 7.607.092.057 9.477.782.546 
2013 491.074.624.640 7.363.210.963 8.572.224.166 
2014 610.345.750.054 9.773.010.358 11.897.104.931 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara tahun 2010-2014 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah penerimaan pajak 
bersifat fluktuatif, sedangkan untuk penagihan pajak pada tahun 2014 
menunjukkan angka yang besar dari tahun-tahun sebelumnya terutama untuk 
tahun 2014, artinya masih banyak pihak Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur 
dalam pelunasan utang pajak serta pembayaran pajak, kemudian pemeriksaan 
pajak menunjukkan jumlah SPT yang dilaporkan dari wajib pajak untuk diperiksa 
dan diuji kepatuhannya. 
 Dari pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 
pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan 
pajak, untuk itu penulis menngangkat judul penelitian “Pengaruh Pemeriksaan  
dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap 
Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Utara? 
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2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan 
Pajak pada KPP Makassar utara? 
3. Variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap Penerimaan 
Pajak pada KPP Makassar Utara? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mencapai sasaran maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara 
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Penagihan Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Makassar Utara 
3. Untuk menganalisis variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap 
Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Agar wajib pajak dan peneliti lebih mengetahui tentang perpajakan 
serta mengoptimalkan penerimaan pajak. 
2. Sebagai bahan evaluasi yang dapat berguna mengenai bagaimana 
pengaruh pemerikasaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan 
pajak. 
3. Memberikan wawasan kepada peneliti dari aspek perpajakan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran susunan 
keseluruhan dari penelitian ini tersaji dalam lima bab dan dibagi lagi 
menjadi beberapa sub bab yang tergambar sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan 
Bab pertama ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunan penelitan, serta sistematika penulisan. 
Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan 
diadakannya penelitian ini. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab kedua ini membahas mengenai berbagai macam pemikiran dan 
landasan teori yang digunakan dan terkait dalam penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitian 
Terdiri dari objek penelitan, tempat penelitian, sumber data penelitian, 
variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 
jenis dan sumber data, metode analisis perencanaan penerapan. Bab ini 
memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal yang terkait 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV Hasil dan Analisis 
Menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang 
diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis. 
BAB V Penutup 
Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga   
memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Konsep Dasar Perpajakan 
2.1.1 Definisi Pajak 
Pembicaraan mengenai pajak, para ahli memiliki masing-masing 
batasan atau definisi mengenai pajak tetapi memiliki maksud dan tujuan 
yang sama. Sebagai sumber penerimaan negara yang sangat vital, 
dengan adanya pajak dapat menyebabkan situasi negara menjadi 
berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai 
sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, 
bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang 
dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Diana Sari, 
2013).  
 Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan adalah “ 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 
tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
 
Menurut Adriani, yang dikutip dari buku yang ditulis oleh (Diana Sari, 
2013:34) 
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat di 
paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umjm 
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan,” 
 
Menurut  Soemitro,  dalam buku karangan (Mardiasmo, 2011:1)  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
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 Dari definsi di atas dapat di simpullkan bahwa ada dua hal penting yang 
terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu: 
a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus 
di bayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran 
tersebut. 
b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, artinya bahwa 
wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan 
secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas 
pembayaran iuran tersebut. 
 
2.1.2 Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat dua fungsi pajak yaitu: 
a. Fungsi (budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi mengatur (regulered) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
2. Pajak uang tinggi dikenakan terhadap barang barang mewah 
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 
produk Indonesia dipasaran dunia. 
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2.1.3 Asas Pemungutan Pajak 
Dalam buku (Mardiasmo, 2011:7) asas pemungutan pajak dibagi menjadi 
tiga yaitu: 
a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajakyang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 
Wajib Pajak dalam negeri. 
b. Asas sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat Wajib Pajak. 
c. Asas kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan kebangsaan suatu negara. 
 
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo, (2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 
perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secar umum 
dan merata, serta disesuaikan dengan memberikan hak bagi Wajib 
Pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni 
dengan memberikan hak bagi wajib pjak untuk mengajukan 
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keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 
kepada majelis pertimbangan. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hak ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya jaminan untuk menyatakan keadolan, baik 
bagi negara maupun warganya. 
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat.  
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)  
Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya  
e. Sistem pemungutan pajak hatus sederhana  
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong 
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini 
telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan tiga stelsel 
(Diana Sari, 2013) yaitu: 
a. Stelsel rill 
Besarnya pajak yang di pungut berdasarkan penghasilan  nyata yang 
di peroleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutnya. Jadi 
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pemungutan pajak mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang 
diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. 
b. Stelsel Fiktif 
Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak 
yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan 
dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat 
menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan 
Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan 
pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. 
c. Stelsel Campuran 
Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat 
ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang 
berhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (perkiraan). Untuk 
mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir 
tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stesel riil (nyata), sehingga 
ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stesel 
ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Dimulai tahun 
1968 dengan UU No. 68 tahun 1967. 
 
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam  Mardiasmo, (2011:7) sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 
antara lain: 
a. Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem 
pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.  
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b. Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak 
yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 
Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar  
c. Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau 
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  
 
2.2       Pemeriksaan Pajak 
Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 
Tahun  2007 dikutip  adalah sebagai berikut: 
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.” 
 Direktur Jenderal Pajak juga mempunyai kwewnangan melakukan 
pemriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pmeriksaan tersebut adalah dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan 
perpajakan. Jadi objek pemeriksaan pajak adalah aspek hukum atau 
ketentuan material dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. 
 Undang undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan adalah 
serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data 
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atau keterrangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban 
perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan 
perpajakan.  
 Menurut Mardiasmo, (2011:52) dalam bukunya Pemeriksaan 
adalah serangkaian kegiatan untuk untuk mencari, mengumpulkan, 
mengelola, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 Sedangkan menurut Pardiat, (2008:11) pengertian pemeriksaan 
pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-
buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 
2.2.1 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 
Di bawah ini adalah tabel mengenai aturan perpajakan terkait 
pemeriksaan pajak. 
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Tabel 2.1 
Dasar Hukum pemeriksaan Pajak 
 
No.  Peraturan Tanggal Terutang 
1 UU. No. 6 tahun 1983 27/07/2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara 
  sebagaimana diubah terakhir   Perpajakan 
  dengan UU No.28 tahun 2007     
2 PP No. 80 Tahun 2007 01/01/2008 Tata cara pelaksanaan hak 
      
kewajiban perpajakan 
berdasarkan 
      
UU. No. 6 tahun 1983 
sebagaimana 
      terakhir di ubah dengan UU 28.  
      tahun 2007 
3 PMK No. 199/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata cara pemeriksaan pajak 
4 Per Dirjen Pajak No. PER- 02/05/2008 Petunjuk pelaksaan pemeriksaan 
  19/PJ/2008   kantor pajak 
5 Per Dirjen Pajak No. PER- 02/05/2008 Petunjuk pelaksaan pemeriksaan 
  20/PJ/2008   kantor pajak 
6 PMK No. 202/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata cara pemeriksaan bukti 
      permulaan tindak pidana di  
      bidang perpajakan 
7 Surat edaran Dirjen Pajak No. 31/12/2008 kebijakan pemeriksaan untuk 
  SE-1/PJ.04/2008   
untuk menguji kepatuhan wajib 
pajak 
Sumber: Irma Febriyanti (2013), Prastowo, Yustinus (2009) 
 
2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Dalam buku Mardiasmo (2013) tujuan pemeriksaan pajak adalah 
untuk menguji kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang 
dapat dilakukan dalam hal: 
1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak. 
2. Surat Pemberitahuna Tahunan pajak Penghasilan menunjukkan 
rugi. 
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 
pada waktu yang telah telah ditetapkan. 
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4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang di 
tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
5. Ada indikasi kewajiban perpajakn selain kewajiban tersebut pada 
poin 3) tidak di penuhi. 
Kemudian tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan 
dalam hal: 
1. Pemberian Nomor Pokok Wjib Pajak (NPWP) secara jabatan 
2. Penghapusan Nomor Pokok Wjib Pajak. 
3. Pengakuan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak. 
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 
penghasilan Netto. 
6. Pencocokan data atau alat keterangan. 
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil 
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan 
Nilai. 
9. Pelaksaanan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan 
angka (8). 
 
2.2.3 Pokok-pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak 
Adapun pokok-pokok yang diatur dalam pemriksaan pajak adalah 
sebagi berikut: 
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1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Pemerintah 
Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak 
yang di periksa. 
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. Memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan 
dengan penghasilan yang di peroleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak. 
b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangn 
yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
c. Memberi keterangan yang diperlukan 
3. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat 
atau ruangan tetentu bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk 
memasuki tempat atau ruangan sebagaiamana disebutkan pada 
butir 2.b. diatas. 
4. Dalam mengunngkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
serta keterangan yang di minta Wajib Pajak terikatoleh suatu 
kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan di 
tiadakan oleh permintaan keperluan pemeriksaan, 
 
2.2.4 Kriteria Pemeriksaan Pajak 
Menurut (Pardiat, 2008) bahwa didalam sistem self assessment 
tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang 
dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam 
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jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima 
penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah 
memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 
Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat 
Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, 
kriteria pemeriksaan adalah : 
1. Pemeriksaan rutin dapat dilaksanakan dalam hal: 
a. Wajib pajak orang Pribadi atau Badan menyampaikan: 
1) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar. 
2) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih 
Bayar. 
3) SPT tahunan Pph untuk bagian tahun pajak sebagai akibat 
adanya perubahan tahuh buku metode pembukuanatau 
penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh 
Direktorat Jenderal Pajak. 
b.  Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, 
pengambilalihan usah, atau di likuidasi, penutupan usaha, 
atau akan meninggalkan indonesia untuk selama-selamanya. 
c. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan 
SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan 
dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 
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d. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan 
membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas 
kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan 
ebagaimana mestinya. 
2. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari: 
a. Kriteria seleksi resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh 
wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa 
berdasarkan analisis resiko. 
b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk 
diperiksa berdasarkan sistem scoring secara komputerisasi. 
3. Pemeriksaan khusus dapat di lakukan dalam hal: 
a. Adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang 
perpajakan. 
b. Pengasuan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000. 
c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap 
yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan 
instruksi Direktorat Jenderal Pajak. 
d. Pemeriksaan Wajib Pajak. 
e. Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak. 
f. Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila 
ditemukan adanya indikasi tindakan pidana dibidang 
perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, 
pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan 
pajak (Pardiat, 2008). 
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2.2.5 Jenis Pemeriksaan Pajak 
1. Pemeriksaan Lapangan 
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain 
yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang meliputi satu, 
beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya).  Prosedur pemeriksaan lapangan:  
a. Pemeriksaan pajak ke tempat WP yang akan di periksa: 
1) Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan 
lapangan kepada WP, dilampirkan kopi surat perintah 
pemeriksaan. 
2) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 
3) Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada jam kerja, 
dalam hal tertentu dilakukan jam kerja. 
b. WP yang di periksa: 
1) WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk 
memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda 
pengenal pemeriksa. 
2) WP berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk 
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 
pemeriksaan pajak. 
c. Pemeriksa Berwenang: 
1) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan 
dan dokumen pendukung lainya termasuk keluaran atau 
media komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainya. 
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2) Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang di 
periksa. 
3) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan 
tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat 
memberi petunjuk tentang keadaan usaha WP.  
4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada 
huruf c, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak 
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan 
dimaksud. 
5) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari 
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang 
diperiksa 
d. Peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang 
terkait dan membuat bukti peminjaman buku dan dokumen 
tersebut serta memberikan tanda bukti peminjaman buku-buku 
tersebut secara rinci dan jelas mengenai jenis serta 
jumlahnya. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman 
buku-buku tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak tanggal permintaan, jika WP tidak memenuhinya 
dalam jangka waktu yang di tetapkan maka dikirim surat 
peringatan pada hari kerja berikutnya. Pemeriksa pajak wajib 
mengembalikan buku-buku dan catatan-catatan yang dipinjam 
dari WP paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya 
pemeriksaan.  
e. Keterangan Pihak Ketiga 
1) Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan 
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Pemeriksaan Pajak dapat meminta keterangan atau bukti 
yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang 
dilakukan terhadap WP kepada pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud Pasal 35 ayat (1) KUP (Undang-undang No. 16 
Tahun 2000), secara tertulis.  
2) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 
(tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan 
keterangan/bukti.  
3) Apabila dalam waktu jangka tersebut no 5b tidak terpenuhi 
pemeriksa pajak memberikan surat peringatan I, dan 
apabila tidak dipenuhi diberikan surat peringatan II.  
4) Apabila surat peringatan II tidak dipenuhi pemeriksa pajak 
membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan.  
5) Keterangan/bukti dari pihak ketiga dan dapat elaporkannya 
kepada pihak kepolisian tempat pihak ketiga tersebut 
berdomisili atau berkedudukan. 
f. Metode Pemeriksaan Pajak 
Pemeriksa pajak setelah menerima buku-buku, catatan- 
catatan dan dokumen-dokumen dari WP melakukan 
pemeriksaan, metode pemeriksaan pajak terdiri dari metode 
langsung dan metode tidak langsung. 
g. Laporan Pemeriksaan Pajak 
1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP setelah isetujui 
oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP), 
diberitahukan kepada WP dengan menggunakan Surat 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dilampiri 
dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak.  
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2) WP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPHP 
diterima memberikan tanggapan tertulis baik setuju aupun 
tidak setuju, WP dapat mengajukan permohonan 
memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan  
kepada Kepala UPPP.  
3) Setelah menerima SPHP, WP berhak meminta kepada 
pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal 
yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT.  
4) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan  
menandatangani:  
a.) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP) 
b.) Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (PPHP) 
c.) Berita Acara Persetujuan Hasli Pemeriksaan (BAPHP) 
Dan mengembalikan kepada Kepala UPPP. 
5) WP yang tidak setuju sebagian atau seluruh hasil 
pemeriksaan, menyampaikan STHP dilampiri bukti-bukti 
pendukung sanggahan serta penjelasan seperlunya  
kepada Kepala UPPP. 
h. Tata Cara Pembahasan Akhir  
Menurut pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No.123/PMK.03/2006: 
1) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 
Pemeriksaan Pajak wajib memberitahukan secara tertulis 
kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang 
berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil 
pemeriksaan untuk ditanggapi WP. 
2) Atas pemberitahuan tersebut, WP wajib menyampaikan 
25 
 
 
tanggapan secara tertulis berdasarkan tanggapan tertulis. 
3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, 
Pemeriksaan Pajak mengundang wajib pajak untuk 
menghadiri PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan.  
4) Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib pajak 
dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan 
Publik. 
5) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal 
Pajak.  
6) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau 
tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaaan, 
wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak 
dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan 
berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada 
wajib pajak. 
7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 
tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan 
tindakan penyidikan. 
2. Pemeriksaan Kantor 
Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak 
yang meliputi data jenis Pajak tertentu pada tahun berjalan dan 
atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui 
pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat, 2008:71) 
Prosedur pemeriksaan kantor:  
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a. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbikan 
untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun 
Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak terhadap 1 (satu) wajib 
pajak.  
b. Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segara memanggil 
wajib pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam 
rangka Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Daftar Buku, 
Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak. 
c. Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal 
Pemeriksaan Pajak dan Surat Perintah pemeriksaan pajak 
kepada WP yang diperiksa. 
d. Surat Pangggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harus 
sudah  dikirimkan kepada WP paling lama 3 (tiga) hari setelah 
tanggal penerbitan SPPP kepada WP yang diperiksa.  
e. WP yang harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu 
dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan 
dalam rangka Pemeriksaan Pajak dengan membawa buku, 
catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak 
dan dibuat bukti peminjaman/pengambilan dengan rinci dan 
jelas oleh Pemeriksa Pajak.  
f. Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
yang dipinjam berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai 
dengan aslinya dengan surat pernyataan wajib pajak. 
g. Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera di 
terbitkan surat panggilan kedua. 
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h. Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
yang dipinjam berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai 
dengan aslinya dengan surat pernyataan wajib pajak. 
i. Wajib pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil 
pemeriksaan harus mengisi menandatangani dan 
menyampaikan STHP kepada Kepala UPPP dan dilampiri 
dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan 
seperlunya. 
j. Berdasarkan tanggapan WP, Pemeriksa Pajak mengirimkan 
Surat Panggilan melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa 
pengiriman lainnya kepada wajib pajak untuk menandatangani 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 
k. Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat 
didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik 
yang melakukan audit atas laporan keuangan wajib pajak 
untuk tahun pajak yang sedang diperiksa. 
l. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya berupa Ikhtisar. 
Pembahasan Akhir dan harus ditandatangani WP dan 
pemeriksaan Pajak, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak. 
m. Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Pajak membuat catatan 
tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan. 
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n. Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan 
persetujuan atau menandatangani Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus 
diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak SPHP diterima WP. 
o. Apabila WP tidak memberikan tanggapan dan atau tidak 
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus 
dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita 
Acara Ketidakhadiran wajib pajak, sebagai dasar penerbitan 
SKP berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan 
kepada WP. 
p. Bentuk formulir tersebut di atas sudah tersedia. 
 
2.2.6 Jangka Waktu Pemeriksaan 
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang di berlakukan sejak 1 
januari 2008, di tetapkan bahwa: 
a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) 
bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi 
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai 
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 
b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 
(delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah 
Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 
c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi 
khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi 
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dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang 
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang 
memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan 
waktu yang paling lama, PemeriksaanLapangan dilaksanakan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 
Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan 
pajak. Dalam hal ini wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka 
waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak. (Waluyo, 2008:70). 
 
2.2.7 Prosedur Pemeriksaan Pajak 
Mardiasmo (2009:35) memberikan penjelasan tentang prosedur 
pemeriksaan pajak: 
a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada 
wajib pajak yang di periksa. 
b. Wajib pajak yang di periksa harus: 
1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang 
terhutang pajak. 
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2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
3. Memberikan keterangn yang diperlukan. 
4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib 
pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka 
kewajiban ini tidak berlaku untuk keprluan pemeriksaan 
tersbut. Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegalan 
tempat tertantu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 
huruf b diatas. 
 
2.2.8 Tahapan pemeriksaan pajak 
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi 
kegiatan sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan  
1) Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data 
2) Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak 
3) Mengidentifikasi masalah 
4) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak 
5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan 
6) Menyusun program pemeriksaan 
7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam 
8) Menyediakan sarana pemeriksaan 
     Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat 
memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan 
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diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai 
dengan sasaran yang ingin dicapai. 
Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai 
dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data 
internal yangterdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang 
bersangkutan. PadaKantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah 
menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) 
dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada system 
informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP 
yang bersangkutan. 
1) Sistem Informasi Administrasi  Data Tunggakan Wajib Pajak. 
2) Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja 
Pemeriksaannya. 
3) Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali Selain data 
internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-
sumber data eksternal antara lain: 
a). Media massa (media cetak dan elektronik) 
b).Internet 
c). Bursa 
b. Pelaksanaa pemeriksaan 
1) Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal 
pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal 
pemeriksaan kantor). 
2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk 
menentukan kembali cakupan pemerikasaan. 
3) Pemutakhitaran ruang lingkup dan program pemeriksaan. 
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4) Melakukan konfirmasi kepihak ke tiga jika di perlukan atau 
diwajibkan. 
5) Menysun kertas kerja pemeriksaan  
6) Memberitahkan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. 
7) Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan 
wajib pajak. 
c. Penyelesaian pemeriksaan pajak 
Pemeriksaan pajak pada umumnya di selesaikandengan membuat 
laporan pemeriksaan pajak (LPP) dan nota perhitungan 
perhitungan pajak. 
d. Tugas Tambahan 
Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak 
juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian 
pemeriksaan, di antaranya: 
1) Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) untuk 
memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjasi 
perubahan pemeriksa wajib membuat laporan tersebut 
2) Tunggakan PBB, umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, 
tetapi tetap akan di himbau untuk melakukan pelunasan. 
3) Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib 
pajak yang akan di manfaatkan oleh saksi penagihan untuk di 
jadikan bahan tindakan penagihan pajak. 
4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi 
tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi 
hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan. 
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e. Tindak Lanjut 
1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan tindak lanjut yang ditempuh adalah 
membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat 
ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT,STP) 
2) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa 
pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan. 
3) Dalam hal pemeriksa bukti permulaan, tindak lanjut berupa 
pembuatan LP, bukti permulaan sebagai bahan penyidikan 
pajak. 
 
2.3      Penagihan Pajak 
Direktur Jenderal pajak dapat melakukan tindakan penagihan 
pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan 
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), seta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
serta Putusan peninjauan kembali, yang tidak di bayar oleh Penanggung 
Pajak sesuaidengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
 Menurut Diana Sari (2013:264) dalam bukunya mengenai Konsep 
Dasar Perpajakan, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 
34 
 
 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan 
menjual barang yang telah di sita. 
 
2.3.1 Tindakan Penagihan Pajak 
Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 
belum di lunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagi berikut: 
1. Surat Teguran 
a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya 
jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan 
atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP di sampaikan surat 
teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo. 
b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya 
jumlah pajak yang masih harus di bayar dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan 
banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan 
SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran 
setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengjuan 
bandinng.. 
c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya 
jumlah pajak yang masih harus di bayar dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan 
banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan 
SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran 
setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak 
yang masih harus di bayar berdasarkan Putusan Banding. 
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d. Dalam hal WP yang menyetujui seluruh jumlah pajak yang 
masih harus di bayar dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan. 
e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB 
atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tapi 
sebelum tanggal di terima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
oleh WB kepada WP di sampaikan Surat Teguran setelah 7 
(tujuh) hari sejak tanggal pencabut pengajuan keberatan 
tersebut. 
f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utanf Bumi Bangunan 
yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB,SKBKBT, STB atau 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus di bayar bertamabah, kepada WP si dampaikan Surat 
Teguran 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. 
Penyampaian surat teguran dapat di lakukna secara langsung, 
melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan 
bukti pengiriman surat. 
2. Surat paksa utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) dari 
tanggal Surat Teguran tidak di lunasi, di terbitkan Surat Paksa yang 
di beritahukan oleh jurusita Pajak dengan di bebani biaya 
penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp50.000 (Lima 
puluh ribu rupiah). Utang pajak harus di lunasi dalam jangka waktu 
2 x 24 jam setelah Surat Paksa di beritahukan oleh jurusita Pajak. 
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3. Surat sita Utang Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat 
Paksa di beritahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, jurusita 
pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan di bebani biaya 
pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, sebesar Rp 
100.000,00( seratus ribu rupiah).  
4. Lelang dalam jangka waktu palng singkat 14 (empat belas) hari 
setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga di lunasi akan di 
lanjutkan dengan pengumuman lelang melalu media massa. 
Pengumuman lelang untuk barang bergerak di lakukan 1 (satu) kali 
dan untuk barang tidak bergerak di lakukan 2 (dua) kali. Penjualan 
secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang 
disita, di laksanakn paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 
pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya 
pelakasaan sita belum bayar maka akan di bebankan bersama-
sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat 
kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan barang 
dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus di umumkan 
melalui media massa. 
2.3.2 Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
Wajib Pajak/penanggung pajak berhak: 
1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal 
Jurusita Pajak 
2. Menerima salinan Surat Paksa san Salinan Berita Acara 
Penyitaan 
3. Menetukan urutan barang yang akan di lelang 
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4. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak di 
beri kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk 
biaya penyitaan, kesempatan terakhir untuk melunasi utang 
pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan 
lelang dan melaporakn pelunasan tersebut kepada KPP yng 
bersangkutan. 
5. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung apajak melunasi 
utang pajak dan biaya pajak sebelum pelaksanaan lelang. 
2.3.3 Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban: 
1. Memperbolehkan jurusita pajak memasuki ruangan tempat 
usaha/tempat tinggal WP. 
2. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang di perlukan 
3. Barang yang disita di larang di pindahtangankan, di hipotikkan 
atau di sewakan. 
2.3.4 Daluwarsa Penagiahan 
Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagiha pajak, daluwarsa pajak setelah melampaui 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, 
surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, 
surat keputusan pembetulan, surat keputusan kebaratan, putusan 
banding, serta putusan peninjauan kembali. 
Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila: 
1. Diterbitkannya surat paksa 
2. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 
maupun tidak langsung 
38 
 
 
3. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak 
setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut di pidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak 
pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada 
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyaio kekuatan hukum tetap.. 
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
 
2.4      Penerimaan Pajak 
Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya 
merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, yang 
membutuhkan dana yang relatif cukup besar, menyebabkan pemerintah 
cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat 
penerimanaan pajak yang paling optimal. Jika dilihat dari sisi ekonomi, 
penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang 
potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan 
prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, 
air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan 
berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan.  
Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis 
karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Praktek 
perpajakan dapat diartikan secara luas sebagai suatu pekerjaan yang di 
laksanakan oleh orang-orang yang sebagian besar kehidupannya 
mengabdikan dirinya agar sistem perpajakan yang dianut negaranya 
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dapat dilaksanakan dengan memadai. Aspek perpajakan ini sering di 
sebut sebagai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, baik di 
lakukan sendiri maupun di bantu oleh para ahlinya setiap bulan atau 
setiap tahun untuk mengisi Surat Pemberitahuan Masa atau Surat 
Pemebritahuan Tahunan dalam rangka sistem self-assesment tersebut.  
Hampir sebagian besar wajib pajak terpaksa harus mengeluarkan 
biaya untuk bantuan yang di terimanya dalam rangka pengisian Surat 
Pemberitahuan yang benar, lengkap, dan jelas akibat dari rumit dan 
kompleksitasnya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Agar kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat 
berjalan sempurna, tentunya harus ada kerjasama antar fiskus sebagai 
pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak, yang di 
manifestasikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan dan formulir-
formulir pajak lainnya,yang digunakan oleh pembayar pajak untuk 
melaporakan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.  
Peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dengan 
tegas mengenai hak dan kewajiban dan sanksi, baik yang menyangkut 
pembayar pajak maupun aparat perpajakan serta usaha-usaha untuk 
menutupi sejauh mungkin lubang-lubang yang akan di gunakan oleh 
pembayar pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan 
penyelundupan pajak di satu pihak serta penyalahgunaan wewenang oleh 
petugas pajak di lain pihak demi untuk mengoptimalkan penerimaan 
pajak. 
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2.5       Rerangka Konseptual 
Berdasarkan pembahasan pada latar belakang dan tinjauan pustaka maka di 
peroleh hubungan variabel seperti pada gambar di bawah ini. 
 
 Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Rerangka Konseptual 
  
2.6     Hipotesis 
2.6.1 Hubungan antara Varibel 
a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putu Putra 
Mahendra dan I Made Sukarta bahwa pemeriksaan pajak bernilai 
positif sebesar (0,475) dan nilai sig. T sebesar 0,005 < 0,05 yang 
berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif 
Pemeriksaan Pajak 
 (X1) 
 
  
 
 
  Penagihan Pajak 
 (X2) 
 
Penerimaan Pajak 
 (Y) 
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terhadap penerimaan pajak. artinya KPP terkait harus lebih sering 
melakukan pemeriksaan pajak untuk memenuhi kriteria yang di 
periksa dan memberikan indikasi terhadap peningkatan penerimaan 
pajak.   
Hasil penelitian tersebut di dukung oleh penelitian yang dilakukan 
oleh Oktaviani (2007) yang menyatakan pemeriksaan pajak 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak, kemudian penelitian yang di 
lakukan oleh Irna Febriyanti (2013) Bahwa peningkatan penerimaan 
negara dari sektor pajak tidak lepas dari kerjasama pihak fiskus, 
petugas pajak harus lebih jeli dan teliti dalam menemukan potensi 
potensi pajak. 
Ha1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan 
pajak 
 
b. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan 
dan menjual barang yang telah di sita. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nana Adriana 
(2012) yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 
dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat peneliti 
berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih 
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banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk 
lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.  
Artinya, penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif 
terhadap peningkatan penerimaan pajak. dan penelitian oleh Putu 
Putra Mahendra dan I Made Sukarta bahwa dengan di tingkatkannya 
penagihan Pajak akan berdampak pada pengurangan tunggakan 
Pajak.  
Ha2 : Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan  
   pajak  
 
c. Variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya 
kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong 
mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang 
berlaku. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi 
hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
emperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, elaksanakan penyanderaan, dan menjual 
barang yang telah disita. Hasil uji hipotesis dalam penelitian 
Febriyanti (2013) nilai t hitung pada variabel penagihan pajak (X3) 
adalah 3,160 dan tingkat signifikansi ,002. Sedangakn variabel bebas 
untuk  pemeriksaan pajak diperoleh nilai t hitung = 2,697.  
Ha3 : Varibel bebas yang paling berpengaruh adalah penagihan 
pajak 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-
variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 
prosedur statistik.  Penelitian ini bersifat non – eksperimental yang 
bertujuan untuk mengetahui dampak, tingkatan atau hubungan sebab 
akibat antara variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1) dan Penagihan  
Pajak (X2) sedangkan variabel terikat adalah Penerimaan Pajak (Y).  
 
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian terletak di JL. Urip Sumoharjo km 4. Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Jangka waktu Penelitian 
selama 3 bulan, yaitu bulan Oktober sampai Desember 
 
3.3 Populasi Dan Sampel 
3.3.1 Populasi  
Menurut (Sugiyono, 2010:115) Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek/subjek, yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah kelompok orang, 
kejadian atau segala sesuatu yang mempunya karakteristik tertentu. 
Sehingga untuk mendapatkan data yang relevan dan valid, maka 
dilakukan penarikan sampel dari suatu populasi yang akan diteliti. 
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Maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar. Jumlah populasi kantor pelayanan pajak makassar 
dari divisi pemeriksaan dan penagihan adalah 65 orang. 
3.3.2 Sampel 
Sampel merupakan bagian dari observasi yang dipilih dari 
populasi dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat 
diharapkan dapat mewakili populasinya. Jenis metode dari nonprobability 
sampling yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan 
(convenience sampling) adalah istilah umum yang mencakup variasi 
luasnya prosedur pemilihan responden. Metode convenience sampling 
digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel 
dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh 
peneliti.  
Untuk menetukan jumlah sampel maka di gunakan rumus slovin: 
𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁. (𝑒)2
 
Keterangan: 
n = Ukuran sampel 
N = Ukuran populasi 
e = Standar Error (10%) 
Berdasarkan rumus slovin diatas, maka diperoleh besarnya sampel 
sebagai berikut: 
 
n =
65
1+65.(0,1)2
 
n =  39,39 
n = 40 
 
dari hasil perhitungan di atas maka di tentukan jumlah sampel adalah 
40 responden.  
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3.4 Metode Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini 
melalui dua tahap penelitian, yaitu: 
1.   Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari 
perusahaan, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data 
yang bersumber dari literatur–literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian 
lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai 
masalah yang sedang dibahas. 
2.   Studi Lapangan (Field Research)  
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan 
dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, 
baik melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada konsumen, dan 
wawancara. 
Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval 
atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat 
prefensi jawaban. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan 
sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari 
setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam 
penelitian ini, menggunakan SPSS 20.00 untuk memperoleh hasil 
perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat 
menganalisis perumusan masalah penelitian. Alternatif jawaban yang 
telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Pengukuran jawaban responden 
No Jawaban responden Skor 
1 Sangat Setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Ragu Ragu (RR) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
3.5 Metode Analisis Data 
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 
Memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai 
rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 
2011:19). 
3.5.2 Uji kualitas Data 
Uji Validitas instrumen 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 
pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas 
ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation. Jika korelasi 
antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 
mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan 
tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55). 
3.5.3 Uji Asumsi klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi 
normal.Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah 
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dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual 
akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 
residual normal, maka garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2011:160). 
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 
dengan melihat histogram dari residualnya. 
3.5.4 Analisis Kuantitatif 
Analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi 
berganda adalah suatu analisis yang digunakan oleh peneliti, bila 
peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya 
variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 
faktor prediktor (Sugiyono, 2010:277).  
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu 
pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap variabel dependen 
atau terikat yaitu penerimaan pajak. Rumus regresi berganda yang 
digunakan dalam penelitian ini (Rangkuti, 2010) : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Keterangan : 
Y   : Penerimaan Pajak 
b1 `: koefisien regresi dari variabel Pemeriksaan Pajak 
b2  : koefisien regresi dari variabel Penagihan Pajak 
X1  : Pemeriksaan Pajak 
X2  : Penagihan Pajak 
e  : standard of error 
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3.5.5 Pengujian Hipotesis 
a. Uji F (Uji Simultan) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen/terikat. 
Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji, apakah semua parameter 
dalam model sama dengan nol, atau: 
H0 : b1 = b2 = …… = bk = 0 
Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 
alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara simultan sama 
dengan nol, atau: 
Ha : b1 ≠ b2 ≠……..≠ bk ≠ 0 
Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2011:98).  
b. Uji t (Uji Parsial) 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel terikat, Ghozali (2000: 101). Dalam model summary nilai t 
hitung dihitung dari perbandingan antara koefisien b dengan 
standard of error estimate  
Merumuskan hipotesis statistik 
Ho : bi =0 
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Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh positif 
terhadap variabel dependen. 
H0 : bi >0 
Variabel independen secara parsial berpengaruh positif terhadap 
variabel dependen. 
c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 
Analisis koefisien determinasi (𝑅2) yaitu koefisien untuk mengukur 
baik secara terpisah dampak variabel bebas (variabel X) X1, X2, 
terhadap variabel terikat (variabel Y), dengan bantuan program 
SPSS pada komputer. Pada model linear berganda ini, akan 
dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya 
koefisien determinasi totalnya (R²). Jika (R²) yang diperoleh 
mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model 
tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Sebaliknya jika (R²) semakin mendekati 0 (nol) maka 
semakin lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Nilai R² diperoleh dari rumus korelasi ganda (dalam penelitian ini 2 
prediktor / 2 variabel independen) dikutip dari (Sugiyono, 
2010:286). 
 
3.6 Definisi Operasional Variabel 
Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variable 
independen/bebas dan variabel dependen/terikat. Variabel independen/ 
bebas dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan 
Pajak (X2) dan variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah 
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keputusan pembelian (Y). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 
tentang variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
selanjutnya disajikan tabel sebagai berikut : 
Tabel 3.2  
Definisi Operasional Variabel 
Variable Definisi Operasional Indikator 
Pemeriksaan 
Pajak 
(X1) 
 
Pemeriksaan pajak 
adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, 
keterangan dan/atau 
bukti yang 
dilaksanakan secara 
objektif dan 
profesional 
berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan 
untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka 
melaksanakan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan.” 
 
Tujuan pemeriksaan pajak: 
1. Menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dalam rangka 
memberikan kepastian hukum, 
keadilan dan pembinaan 
Kriteria pemeriksaan umum: 
2. SPT Tahunan/SPT 
Masa yang menyatakan Lebih 
Bayar SPT Tahunan PPh yang 
menyatakan lebih bayar 
3. SPT Tahunan PPh untuk bagian 
tahun pajak sebagai akibat adanya 
perubahan tahun buku 
Adanya dugaan melakukan 
tindakan pidana di bidang 
perpajakan jenis pemeriksaan 
pajak: 
4. Pemeriksaan lapangan ketempat 
WP yang akan diperiksa dengan 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan 
Jangka waktu pemeriksaan: 
5. Jangka waktu pemeriksaan kantor 
6. Jangka waktu pemeriksaan 
lapangan 
Prosedur pemeriksaan pajak: 
7. Petugas pemeriksa harus 
melengkapi dengan surat perintah 
pemeriksaan pajak (SP3) dan 
memperlihatkan kepada wajib 
pajak yang diperiksa.: 
 
Penagihan 
Pajak 
(X2) 
Penagihan Pajak 
adalah serangkaian 
tindakan agar 
penanggung pajak 
melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan 
pajak dengan menegur 
atau memperingatkan, 
melaksanakan 
Tindakan penagihan pajak: 
Surat teguran 
1. Penagihan pajak pasif dilakukan 
dengan menggunakan Surat 
Tagihan Pajak (STP), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), surat keputusan 
51 
 
 
penagihan seketika 
dan sekaligus 
memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan 
pencegahan, 
melaksanakan 
penyitaan, 
melaksanakan 
penyanderaan dan 
menjual barang yang 
telah di sita. 
 
pembetulan, dan surat 
keputusan keberatan yang 
menyebabkan pajak terutang 
menjadi lebih besar 
2. Fiskus mengirim surat tagihan 
atau surat ketetapan pajak tetap 
diikuti dengan tindakan sita, dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan 
lelang 
3. Surat teguran dilayangkan pada 
Wajib Pajak sampai tanggal 
jatuh tempo 
4. Surat teguran tidak perlu 
diterbitkan bila Wajib Pajak 
 menyetujui pembayaran secara 
angsuran 
Surat paksa 
5. Penerbitan surat paksa 
diterbitkan apabila penanggung 
pajak tidak melunasi utang pajak 
6. Pemberitahuan surat paksa 
diterbitkan apabila penanggung 
pajak tidak memenuhi 
ketentuansebagaimana 
tercantum dalam keputusan 
ersetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran 
Pajak 
7. Penagihan seketika dan 
sekaligus penagihan pajak 
dilakukan tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo 
pembayaran terhadap seluruh 
utang pajak dan semua jenis 
pajak, masa pajak, dan tahun 
pajak 
8. Penyitaan barang milik Wajib 
Pajak sesuai dengan peraturan 
penyitaan yang di terbitkan 
pejabat setempat 
9. Penyitaan tambahan 
dikarenakan barang yang telah 
disita tidak cukup untuk 
melunasi biaya penagihan pajak 
dan utang pajak 
10. Pencabutan sita dilaksanakan 
apabila penanggung pajak telah 
melunasi biaya penagihan pajak 
dan utang pajak 
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Penerimaan 
Pajak (Y) 
 1. pajak merupakan penerimaan 
negara yang potensial, karena 
melalui pajak pemerintah dapat 
membiayai sarana dan prasarana 
publik diseluruh sektor kehidupan, 
seperti sarana transportasi, air, 
listrik, pendidikan, kesehatan, 
keamanan, komunikasi, sosial dan 
berbagai fasilitas lainnya yang 
ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan. 
2. agar kepatuhan memenuhi 
kewajiban perpajakan tersebut dpat 
berjalan sempurna, tentunya harus 
ada kerjasama antar fiskus sebagai 
pemungut pajak dan wajib pajak 
sebagai pembayar pajak. 
3. Peningkatan penerimaan pajak 
memegang peranan strategis 
karena akan meningkatkan 
kemandirian pembiayaan 
pemerintah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV, maka dapat di tarik 
kesimpulan 
a. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
pajak di kantor pelayanan pajak makassar utara. Penelitian yang dilakukan 
oleh Nugraha Agung (2012) menunjukkan hasil yang sama bahwa tidak 
ada pengaruh yang signifikan antara jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah 
surat paksa terhadap penerimaan pajak, hanya jumlah wajib pajak yang 
memiliki pengaruh  
signifikan, Larassati, Lizara (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial 
pemeriksaan  pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
penerimaan pajak penghasilan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Putu 
Putra Mahendra dan I Made Sukarta bahwa pemeriksaan dan penagihan 
pajak  bernilai positif yang berarti bahwa variabel pemeriksaan  
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Herryanto dan Toly  
(2013) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berhubungan positif 
signifikan terhadap penerimaan pajak. 
b. Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 
sebaliknya penelitian Gisijanto (2008) dan Vegirawati (2011) yang 
menyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh 
secara signifikan terhadap penerimaan pajak. 
c. Pemeriksaan pajak memiliki kontribusi tertinggi berdasarkan nilai beta dari 
pada penagihan pajak meskipun tidak berpengaruh secara signifikan.  
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5.2 Saran  
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu pemeriksaan pajak, 
penagihan pajak dan penerimaan pajak. walaupun hasil penelitian ini tidak 
signifikan, tapi variabel pemeriksaan pajak memiliki kontribusi tertinggi 
berdasarkan hasil uji t dan nilai beta. maka dari itu peneliti memberikan saran 
bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak dituntut untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas atas hasil kerjanya. Jika SKP yang diterbitkan 
semakin banyak, maka pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak orang 
pribadi maupun badan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka mutlak 
diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. 
diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma yang mengatur seorang 
pemeriksa pajak, agar tidak terjadi pemeriksaan yang bermasalah. Karena apabila 
terdapat pemeriksaan yang bermasalah, biasanya akan menimbulkan 
permasalahan pula dalam penagihannya. Jadi dengan adanya penelitian ini, 
kantor pajak pratama makassar utara diharapkan lebih melakukan pengawasan 
serta evaluasi guna meningkatkan penerimaan pajak. 
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LAMPIRAN 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Kepada: 
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 
Di 
Tempat 
 
Dengan Hormat, 
Terima kasih atas kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi dalam mengisi 
dan menjawab seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner ini. Penelitian 
ini digunakan untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh 
Pemeriksaan  dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak ( Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara).” 
Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 
sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas waktu dan 
kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih, semoga penelitian ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
 
 
Hormat saya, 
 
   AHMAD FAHRUL 
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Identitas Responden 
 
*) Nama    :  
 
Jenis Kelamin    : Laki-Laki/Perempuan 
 
Usia    : 
 
Alamat    : 
 
Status pernikahan   : 
 
Pendidikan Terakhir  : 
 
*) Nama boleh tidak diisi 
 
PERNYATAAN 
Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda dengan cara memberikan tanda 
(√) pada kolom yang tersedia. Penilaian dapat Anda lakukan berdasarkan skala 
berikut: 
5 = Sangat Setuju (SS)  4 = Setuju (S)  3 = Ragu (R)  2 = Tidak Setuju (TS)  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 
Pemeriksaan Pajak (X1) 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
  Skala   
SS 
(5) 
S 
(4) 
R 
(3) 
TS 
(2) 
STS 
(1) 
1. 
Pemeriksaan Pajak di lakukan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dalam rangka memberikan 
kepastian hukum, keadilan dan pembinaan 
kepada WP 
     
2. 
Pemeriksaan rutin dilaksanakan dalam hal 
WP orang pribadi/badan menyampaikan 
SPT lebih bayar, SPT tahunan PPh rugi 
tidak lebih bayar, dan SPT tahunan PPh 
akibat adanya perubahan tahun buky 
     
3. 
Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila 
adanya dugaan melakukan tindakan 
pidana dibidang perpajakan 
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4. 
Pemeriksaan lapangan ketempat WP yang 
akan diperiksa dengan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan 
     
5. 
Pemeriksaan kantor dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
dan dapat diperpanjang menjadi paling 
lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak 
tangggal Wajib Pajak datang memenuhi 
surat panggilan dalam rangka 
Pemeriksaan Kantor sampaidengan 
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan 
     
6. 
Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan 
dan dapat diperpanjang menjadi paling 
lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak 
tanggal Surat Perintah Pemeriksaan 
sampai dengan tanggal Laporan Hasil 
Pemeriksaan 
     
7. 
Petugas pemeriksa harus melengkapi 
dengan surat perintah pemeriksaan pajak 
(SP3) dan harus memperlihatkan kepada 
Wajib Pajak yang diperiksa. 
     
 
Penagihan Pajak (X2) 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
   Skala   
SS 
(5) 
S 
(4) 
R 
(3) 
TS 
(2) 
STS 
(1) 
1. 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan 
menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan (SKPKBT), surat 
keputusan pembetulan, dan surat 
keputusan keberatan yang menyebabkan 
pajak terutang menjadi lebih besar 
     
2. 
Fiskus mengirim surat tagihan atau surat 
ketetapan pajak tetap diikuti dengan 
tindakan sita, dan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan lelang 
     
3. 
Surat teguran tidak perlu diterbitkan bila 
Wajib 
Pajak menyetujui pembayaran secara 
angsuran 
     
4. 
Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila 
penanggung pajak tidak melunasi utang 
pajak 
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5. 
Pemberitahuan surat paksa diterbitkan 
apabila penanggung pajak tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran pajak 
     
6. 
Penagihan seketika dan sekaligus 
penagihan pajak dilakukan tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran terhadap seluruh utang pajak 
dan semua jenis pajak, masa pajak, dan 
tahun pajak 
     
7. 
Penyitaan barang milik Wajib Pajak 
sesuai dengan peraturan penyitaan yang 
diterbitkan oleh pejabat setempat 
     
8. 
Penyitaan tambahan, dikarenakan barang 
yang telah disita tidak cukup untuk 
melunasi biaya penagihan pajak dan utang 
pajak 
     
9. 
Pencabutan sita dilaksanakan apabila 
penanggung pajak telah melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak 
     
 
Penerimaan Pajak (Y) 
 
NO. 
 
PERNYATAAN 
   Skala   
SS 
(5) 
S 
(4) 
R 
(3) 
TS 
(2) 
STS 
(1) 
1.  Pajak merupakan penerimaan negara 
yang potensial karena melalui pajak 
pemerintah dapat membiayai sarana dan 
prasarana public 
     
2. 
Agar kepatuhan memenuhi kewajiban 
perpajakan tersebut dpat berjalan 
sempurna, tentunya harus ada kerjasama 
antar fiskus dan WP. 
     
3. 
Peningkatan penerimaan pajak 
memegang peranan strategis karena akan 
meningkatkan  kemandirian pembiayaan 
pemerintah 
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LAMPIRAN 2 
HASIL UJI STATISTIK DEKSRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pemeriksaan pajak 40 29,00 35,00 32,7500 2,10920 
penagihan pajak 40 36,00 45,00 43,2750 2,06295 
Penerimaan pajak 40 12,00 15,00 14,0000 ,81650 
Valid N (listwise) 40     
 Sumber: data primer, olahan spss 20 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PEMERIKSAAN PAJAK (X1) 
Correlations 
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pemeriksaan 
pajak1 
Pearson 
Correlation 
1 ,370* -,100 ,295 ,162 ,018 ,162 ,440** 
Sig. (2-tailed)  ,019 ,540 ,065 ,317 ,914 ,317 ,004 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak2 
Pearson 
Correlation 
,370* 1 ,373* ,343* ,649** ,498** ,051 ,733** 
Sig. (2-tailed) ,019  ,018 ,030 ,000 ,001 ,756 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak3 
Pearson 
Correlation 
-,100 ,373* 1 ,550** ,290 ,749** ,290 ,706** 
Sig. (2-tailed) ,540 ,018  ,000 ,070 ,000 ,070 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak4 
Pearson 
Correlation 
,295 ,343* ,550** 1 ,145 ,343* ,440** ,725** 
Sig. (2-tailed) ,065 ,030 ,000  ,372 ,030 ,004 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak5 
Pearson 
Correlation 
,162 ,649** ,290 ,145 1 ,409** ,088 ,609** 
Sig. (2-tailed) ,317 ,000 ,070 ,372  ,009 ,588 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak6 
Pearson 
Correlation 
,018 ,498** ,749** ,343* ,409** 1 ,170 ,706** 
Sig. (2-tailed) ,914 ,001 ,000 ,030 ,009  ,293 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak7 
Pearson 
Correlation 
,162 ,051 ,290 ,440** ,088 ,170 1 ,506** 
Sig. (2-tailed) ,317 ,756 ,070 ,004 ,588 ,293  ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
pemeriksaan 
pajak 
Pearson 
Correlation 
,440** ,733** ,706** ,725** ,609** ,706** ,506** 1 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
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HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PENAGIHAN PAJAK (X2) 
 
Correlations 
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penagihan 
pajak1 
Pearson 
Correlation 
1 ,189 ,339* ,303 ,106 ,106 ,476** ,314* ,480** ,608** 
Sig. (2-tailed)  ,243 ,032 ,057 ,516 ,516 ,002 ,048 ,002 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak2 
Pearson 
Correlation 
,189 1 ,180 ,033 ,392* ,392* -,035 ,189 ,144 ,497** 
Sig. (2-tailed) ,243  ,267 ,838 ,012 ,012 ,830 ,243 ,374 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak3 
Pearson 
Correlation 
,339* ,180 1 ,176 ,339* ,070 ,277 ,158 ,104 ,514** 
Sig. (2-tailed) ,032 ,267  ,277 ,033 ,666 ,084 ,329 ,524 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak4 
Pearson 
Correlation 
,303 ,033 ,176 1 ,135 ,434** ,262 ,707** ,463** ,659** 
Sig. (2-tailed) ,057 ,838 ,277  ,407 ,005 ,102 ,000 ,003 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak5 
Pearson 
Correlation 
,106 ,392* ,339* ,135 1 ,248 ,055 ,275 ,032 ,523** 
Sig. (2-tailed) ,516 ,012 ,033 ,407  ,123 ,737 ,086 ,843 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak6 
Pearson 
Correlation 
,106 ,392* ,070 ,434** ,248 1 ,055 ,444** ,291 ,605** 
Sig. (2-tailed) ,516 ,012 ,666 ,005 ,123  ,737 ,004 ,069 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak7 
Pearson 
Correlation 
,476** -,035 ,277 ,262 ,055 ,055 1 ,265 ,081 ,435** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,830 ,084 ,102 ,737 ,737  ,099 ,620 ,005 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak8 
Pearson 
Correlation 
,314* ,189 ,158 ,707** ,275 ,444** ,265 1 ,655** ,756** 
Sig. (2-tailed) ,048 ,243 ,329 ,000 ,086 ,004 ,099  ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
penagihan 
pajak9 
Pearson 
Correlation 
,480** ,144 ,104 ,463** ,032 ,291 ,081 ,655** 1 ,616** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,374 ,524 ,003 ,843 ,069 ,620 ,000  ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Penagihan 
Pajak 
Pearson 
Correlation 
,608** ,497** ,514** ,659** ,523** ,605** ,435** ,756** ,616** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000 ,005 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PENERIMAAN PAJAK (Y) 
 
 
 
             HASIL UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 40 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,26366899 
Most Extreme Differences 
Absolute ,128 
Positive ,099 
Negative -,128 
Kolmogorov-Smirnov Z ,809 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,530 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model   Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
pmeriksaan pajak ,932 1,073 
penagihan pajak ,932 1,073 
a. Dependent Variable: Penerimaan pajak 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,964 1,311  
pemeriksaan pajak ,228 ,149 ,252 
penagihan pajak ,132 ,196 ,111 
a. Dependent Variable: Penerimaan pajak 
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HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²) 
 
 
 
 
 
 
 
          HASIL UJI SIMULTAN (UJI f) 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,178 2 ,089 1,212 ,309b 
Residual 2,711 37 ,073 
  
Total 2,889 39 
   
a. Dependent Variable: Penerimaan pajak 
b. Predictors: (Constant), penagihan pajak, pmeriksaan pajak 
 
 
HASIL UJI PARSIAL (UJI t) 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,248a ,061 ,011 ,27070 
a. Predictors: (Constant), penagihan pajak, pmeriksaan pajak 
b. Dependent Variable: Penerimaan pajak 
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Tabulasi pemeriksaan pajak (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 
4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabulasi penagihan pajak (X2) 
Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 A16 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Tabulasi penerimaan pajak (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q17 Q18 A19 
4,00 5,00 5,00 
4,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 4,00 
5,00 5,00 5,00 
4,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 4,00 
4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
4,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 5,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
5,00 4,00 5,00 
